BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian E- Tilang atau Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE).

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi
tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016
lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah
denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan
yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali
melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang lalu lintas!.

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps
Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang
Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-
Tilang adalah sebuah program berbasis android yang
digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh
Bagian Administrasl (Banim) Tilang untuk mencatat data
penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran

online pada Bank yang ditunjuk?.

! Junef Muhar, 2014.Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran
(Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal Widya Yustisia52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014,
Him. 54

2 Lampiran Keputusan Kepala KorpsLalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016
tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintasdan
Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik
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Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang,
dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh
proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga
membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.
Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu
pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan.
Aplikasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai
digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu.
Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan
proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit
dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak
ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga
diharapkanmengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat
penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada
pelanggar3.

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti memiliki
kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita
gambarkan adalah bahwa belum semua masyarakat di
Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang
belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga

* Junef Muhar, 2014.Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran

(Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal Widya Yustisia52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014,

Him. 54
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perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada
masyarakat.

Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan
berlalu lintasBukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah
denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan
yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali
melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-
undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani
permasalah berlalu lintas#.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi
proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan
seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga
membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.
Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama
yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak
kejaksaaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada
komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan
pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk
website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual®.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-
Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk
membayar denda keBank/Panitera karena mekanisme
melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau

kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya

* Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran
(Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni
2014, hal. 58

*http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-
EGovernance
ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20D1%20INDONESIA .html diakses
pada 31 September 2017
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mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan
seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang
yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan
yang memiliki website dengan integrasi
database yang sama, sehingga apikasi ini hanya
mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua.
1. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang
Sebelum adanya mekanisme E-Tilang,
pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan
dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti
pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda
dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang,
ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan
kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian
akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang
untuk formulir berwarna merah adalah sebagai
berikut:®
a. Polri menindak menggunakan formulir
berwarna merah.
b.  Penetapan hari sidang harus memperhatikan
ketetapan dari pengadilan.
c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus
menghadiri sidang.
d.  Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali
memanggil dan ke tiga kalinya melakukan

penangkapan.

® Miko Budi Eryanto, Standar Pengelolaan ..., hal. 15
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e. Pengembalian barang bukti menunggu
selesainya sidang dan setelah pelanggar
membayar denda ke Panitera.

2. Alur proses E-Tilang
Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum
yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5,

tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu

dengan menggunakan aplikasi yang telah di-

download dan sigh in sesuai dengan user dan

pasword yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di

antaranya:’

a. Polisi melakukan penindakan terhadap
pengemudi yang melanggar lalu lintas.
Kemudian polisi memasukkan data tilang pada
aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan
data yang benar, berupa nomor KTP, nomor
polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel,
karena proses selanjutnya membutuhkan
nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi
juga menentukan pasal yang dilanggar
pengemudi.

b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan
notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi
berupa SMS ini memberitahukan nomor

pembayaran tilang dan juga nominal

7 Https://Kumparan.Comv/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-T ilang-Proses -Bayar-
Denda Lebih-Singkat Diakses Pada 31 September2016 Pukul 19.20 WIB



https://kumparan.com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda
https://kumparan.com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda
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pembayaran denda maksimal sesuai dengan
pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa
dilakukan di jaringan perbankan mana pun.

C. Setelah  membayar, pelanggar  dapat
mengambil barang bukti yang disita, bisa
berupa SIM, SINK, atau kendaraannya,
dengan menunjukkan bukti pembayaran.

d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu
datang ke persidangan karena bisa diwakili
petugas. Konsekuensinya jika tak datang,
pelanggar tidak bisa membela diri dalam
persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke
persidangan untuk membela diri jika merasa
tak bersalah.

e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan
notifikasi SMS berisi informasi putusan dan
jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah
uang yang tersisa dari denda maksimal yang
telah dibayarkan sebelumnya.

f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank
dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau

bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

3. Cara  Melakukan  Pembayaran  terhadap
Pelanggaran E-Tilang

Tata cara pembayaran tilang elekronik atau E-

Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI

Virtual Account) yang tertera sehingga pada setiap

pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA
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berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah

faham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya,

mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya

tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga

kebingungan ketika melakukan proses

pembayaran. Pembayaran denda tilang dapat

dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller

BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet

banking BRI, melalu EBC BRI hingga bisa juga

menggunakan ATM dari bank lain. Caranya cukup

mudah yaitu:8

A. Cara pembayaran BRIVA melalui teller BRI

a. Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip
setoran

b. Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan
atau slip setoran Ops-01, untuk transaksi

c. Serahkan slip setoran dan uang yang akan
disetorkan kepada Teller BRI

d. Teller BRI akan melakukan validasi transaksi

e. Simpan Slip Setoran hasil validasi sebagai bukti
pembayaran yang sah

f. Slip setoran diserahkan ke penindak untuk
ditukarkan dengan barang bukti yang disita

B. Cara pembayaran melalui ATM BRI

a. Masukkan Kartu Debit BRI dan PIN Anda
b. Pilih menu Transaksi Lain > Pembayaran >
Lainnya > BRIVA

® Dokumen Satlantas Polres Kaur
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c. Masukkan 15 angka Nomor BRIVA pembayaran
tilang.

B. Kelebihan sistem E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang
efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang
kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum
semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih
banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-
Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan
merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa
E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia
masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan
diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang
selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang
sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi
sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan
pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah
terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi
yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah
denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar
menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya
proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung
(biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan
kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang

dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang
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biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak
bertanggung jawab kepada pelanggar®.

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas
dari kepolisian yang berwenang menangani masalah
pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu
lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input
hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan
tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada
hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat
dilacak dengan lebih mudah.

C. Kekurangan sistem E-Tilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang
tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang
masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya
bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru
selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke
petugas. Namun, untuk memimalisir terjadinya pungutan
liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan
sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar
dengan petugas.

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia
melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum
tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya
sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.
Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai
E-Tilang membuat pelangggar menjadi bolak-balik dari

instansi satu ke instasi lainnya. Ditambah lagi masyarakat

° https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang (diakses pada
23 Oktober 2016) diakses pada 31 Setember 2017 Pukul 19.36 WIB
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merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum
yang harus dibayarkan ketika tertena perlanggaran.
Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan
tetapi tidak semua masyrakat mampu dan mempunyai uang
untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada
beberapa yang harus mencari pinjaman. Pengertian
Pelanggaran Lalu Lintas.
. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan
pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah
satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan
jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna
jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu
lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh
pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam
undang-undang lalu lintas.l® Perbuatan-perbuatan dalam
bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat
dibagi menjadi tiga yakni:!!

1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan
kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam
menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting,
disamping untuk melindungi pengguna kendaraan,
penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan

kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan

10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
! Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
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yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan
angkotan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan
bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara
di jalan. Adapun kewajiban- kewajiban dan larangan-
larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan
bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya
adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna
kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi
kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan
bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan
Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).12
2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan
berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan
kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi
sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab
apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang
dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi
terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara
lain adalah pelanggaaran terhadap kewajiban-
kewajiban dan larangan- larangan yang harus
dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor
dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan
keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan
tidak bermotor.
3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu

lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas

12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan
berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi
isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat
pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk
sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan
fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu
lintas dan angkutan jalan’3.

4) Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan
menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan anatar lain
adalah tindak pidana yang melanggar larangan-
larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-
kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang
lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang
sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk
dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari
pengandara kendaraan bermotor itu sendiril4.
Pengendara kendaraan bermotor sering abai dan
lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat
menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat
berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri
maupun nyawa orang lain. Sanksi dalam
pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau
denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar

denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang

13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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diterapkan dalam bentuk keharusan untuk
membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut
terjadi karena pelanggaran terhadap perundang
undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap
sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam penerapannya sebuah denda dapat
dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat
sebuah konsekunsi lanjutan apabila tidak ada
sebuah penyelesaian yang terlaksana kedua belah
pihak yang terlibat. 1°
E. Penjelasan Tentang Siyasah Tanfiziah
1. Siyasah tanfidziyah.

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam
islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan
dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul
al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga
eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga
legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti
yang lebih luas lagi. Siyasah tanfidziyah merupakan
bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara. Dalam bagian ini
dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi
(bagaimana cara yang merupakan piral penting
dalam perundang-undangan), lembaga demokrasi
dan syura yang merupakan piral penting dalam

perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya

o Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan manusia®.

Permasalahan di dalam figh siyasah tanfidziyah
adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan
rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.
Oleh karena itu, didalam figh siyasah tanfidziyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan
undang-undang yang mengatur oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-
prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan
manusia  serta =~ memenuhi  kebutuhannyal”.
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan
dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-
undangan di suatu negara, baik sumber material,
sumber sejarah, sumber perundangan, maupun
sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-
hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-
undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi
ini adalah peraturan tentang hubungan antar
pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan
konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar
belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik
masyarakatnya, politik maupun kebudayanya.

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan

16 Igbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 31
v Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh HukumIslam Dalam Menyelesaikan Masalah

Yang Praktis,7,
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dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara
tersebut!8.
2. Ruang linkup siyasah tanfidziyah.

Siyasah  tanfidziyah mencakup bidang
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun
demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal
sebagai berikut:

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-

haknya.

B

) Persoalan bai’at.

Q1

) Persoalan waliyul ahdi

2))

) Persoalan perwakilan

N

) Persoalan ahlul halli wal aqdi

8) Persoalan wizarah dan perbandingannya®.

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak
dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama dalil-
dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis,
maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam
didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan
berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.
Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur
dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua,
aturan-aturan yang dapat berubah karena

perubahann situasi dan kondisi, termasuk di

'® Nasrun Haroen, Ushul Figh I ( Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), 28.
19 Andilko, "Pemberdayaan Qawaid Fighiyyah Dalam Penyelesaian Masalah -
Masalah Fikih Siyasah Modern,’” 12.
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dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak
seluruhnya?0.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislative
ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl-hall wa
al’aqad. Kemudian dalam bahasa modern sekarang,
lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai
majelis syura (parlemen) kedua, tugas melaksanakan
undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara
memiliki kekuasaan eksekutif (al- sulthah al-
tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan
untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam
hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang
menyangkut dengan hubungan dengan negara lain

(hubungan internasional).?!

20 Ridwan Figh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan,34.
*! Ridwan Figh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan,56.



